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SAMBUTAN
DIREKTUR JAMINAN PRODUK HALAL 

KEMENTERIAN AGAMA RI

Selaku pribadi dan atas nama institusi Kementerian Agama Republik 
Indonesia, saya menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku 

Manajemen Halal: Sebuah Pendekatan Teoretis, Praktis dan Empiris karya 
Dr. Ade Marpudin, M.M., Dr. Eko Sembodo., dan Dr. Tri Gunawan, M.H. 
Kehadiran buku ini adalah wujud nyata kontribusi akademisi terhadap 
penguatan literasi halal di negara kita. 

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tidak 
berhenti pada fase membentuk dan menjalankan regulasi, tetapi juga 
menumbuhkan kesadaran dan mengajak tanggung jawab masyarakat 
dalam sebuah ekosistem yang inklusif. Setelah membaca sekilas, isi buku 
ini menyajikan informasi dan sudut pandang yang relevan seputar prinsip 
dan tata kelola jaminan produk halal dari sisi teologis, regulasi, manajerial, 
hingga implementasi di lapangan. 

Perkembangan ekosistem halal yang dinamis dan peran fasilitasi negara 
terhadap jaminan produk halal dan industri halal pada umumnya membu-
tuhkan kesiapan semua stakeholder (pemangku kepentingan). Saya sepakat 
dengan catatan dari penulis buku ini mengenai tantangan industri halal 
sebagai berikut.
1. Kepentingan adanya standardisasi halal internasional untuk semua 

negara.
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2. Perbedaan regulasi halal antarnegara masih kerap menjadi kendala 
dalam perdagangan global sehingga dibutuhkan saling pengertian 
(mutual understanding) dan harmonisasi. 

3. Transformasi digital dalam pelayanan halal menjadi suatu keniscayaan.
4. Layanan sertifikasi halal yang cepat, transparan, akuntabel dan terin-

tegrasi.
5. Upaya menjaga kepercayaan publik terhadap otoritas jaminan produk 

halal.
6. Keterbatasan sumber daya insani, seperti jumlah auditor halal, labora-

torium uji halal, serta lembaga pendamping masih terbatas dan belum 
merata. 

7. Kompetisi global dalam ekonomi halal, di mana Indonesia tidak boleh 
tertinggal dari negara-negara muslim lainnya bahkan negara nonmus-
lim yang aktif memasarkan produk halal ke seluruh dunia. 

Dalam era informasi yang transparan, isu-isu terkait pemalsuan label 
halal dan ketidakpatuhan etik dalam penerbitan sertifikasi halal harus dihin-
dari. Jaminan produk halal bukan hanya label dan administratif semata, 
melainkan bagian dari pandangan hidup serta nilai-nilai kehidupan. Halal 
itu baik untuk semua, halal itu menyehatkan dan menenangkan di hati 
sehingga perlu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut, ekosistem halal diharapkan sema-
kin tumbuh dan berkembang dengan dukungan multipihak, termasuk 
dukungan para ilmuwan dan civitas akademika perguruan tinggi. Untuk itu 
saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis 
atas upaya penyusunan buku ini. 

Buku Manajemen Halal dapat menjadi referensi bagi pemerhati, maha-
siswa, pelaku usaha, kalangan birokrasi dan masyarakat umum untuk lebih 
mengenal dan memahami ekosistem halal yang inklusif, progresif serta 
memiliki keunggulan global. Industri halal di Indonesia mencakup berba-
gai sektor, seperti makanan dan minuman, keuangan syariah, pariwisata 
halal, pakaian muslim, farmasi dan kosmetik, serta media dan hiburan 
halal. Penulis buku mengajak pembaca untuk optimis menatap masa depan 
pengembangan manajemen halal yang cerah.
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Pemerintah mengajak semua pihak untuk memperkuat sinergi dan 
kolaborasi dalam mengamplifikasi literasi halal sebagai gerakan menuju visi 
Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Visi sebagaimana dimaksud 
telah dicanangkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Nasional tahun 
2025—2029. Semoga Allah Swt. meridai niat baik dan langkah bersama 
dalam membangun masyarakat yang sadar halal.
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PRAKATA

Perkembangan industri halal kini tidak lagi terbatas pada aspek keaga-
maan, tetapi telah merambah menjadi sistem manajerial dan ekonomi 

yang kompleks dan mendunia. Buku ini disusun untuk menjawab kebu-
tuhan literatur yang menggabungkan konsep-konsep dasar, penerapan 
praktis, serta bukti empiris mengenai pengelolaan halal dalam berbagai 
sektor industri. Buku ini ditujukan bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, 
dan siapa pun yang tertarik memahami serta mengembangkan manajemen 
halal dalam konteks global yang dinamis dan kompetitif.

Bagian awal buku membahas konsep halal dari sudut pandang Islam, 
termasuk pengertian, dasar hukum, dan prinsip-prinsip yang melandasinya. 
Selanjutnya, pembahasannya mencakup pada konsep manajemen halal itu 
sendiri, menjelaskan pilar-pilar utama, nilai-nilai etika yang mendasari, 
serta peran penting standar halal dalam pengelolaan produk dan layanan. 
Bab demi bab mengurai praktik manajemen halal di berbagai bidang, mulai 
dari industri pangan, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata dan keuangan 
dengan menekankan keterkaitan antara prinsip syariah serta strategi mana-
jerial modern.

Selain mengupas sisi teoretis dan praktis, buku ini memperkaya pemba-
hasan dengan data empiris dan kasus nyata dari berbagai negara, termasuk 
penyelenggaraan sertifikasi halal, dinamika konsumen, serta implikasi 
manajemen halal terhadap kinerja organisasi. Penulis juga menyoroti peran 
sistem keuangan dan investasi halal sebagai bagian dari ekosistem manaje-
men halal yang holistik. Setiap pembahasan disusun secara sistematis untuk 
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menggambarkan bagaimana manajemen halal tidak hanya memenuhi 
tuntutan kepatuhan religius, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif 
di pasar global.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
pengembangan manajemen halal yang lebih baik dan berkelanjutan, serta 
dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi, dan pengambil kebi-
jakan yang berkecimpung dalam industri halal. Dengan demikian, buku 
ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga dapat 
menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang ingin mendalami lebih dalam 
tentang industri halal dan manajemennya.
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BAB I
KONSEP HALAL DALAM ISLAM

Pengertian Halal dalam Islam
Kata halal (حلال) berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ḥa-la-la (حلل). 
Istilah ini merupakan bentuk masdar dari kata kerja ḥalla, yaḥullu, ḥillan, 
ḥalālan, dan ḥulūlan. Dalam berbagai bentuknya, kata ini memiliki makna 
yang cukup luas, yaitu keluar dari suatu aktivitas, boleh atau diperbolehkan, 
berhenti atau menetap di suatu tempat, melepaskan atau membuka ikatan, 
menjelaskan ucapan, terjadinya suatu peristiwa, mewajibkan sesuatu, mene-
tapkan, hingga membebaskan seseorang dari suatu beban seperti kafarat 
sumpah. Secara etimologis, kata halal memuat arti pembebasan, pelepasan, 
pemecahan, pembubaran, dan penghalalan. Dalam Kamus Munjid, halal 
diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan. Kata benda ḥalāl (حلال) 
merupakan antonim dari ḥarām (حرام) (Iltiham & Nizar, 2019).

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), halal 
memiliki tiga arti utama, yaitu:
1. sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariat;
2. sesuatu yang diperoleh atau dilakukan dengan cara yang sah; dan
3. bermakna izin atau pengampunan. 
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Dalam ensiklopedia hukum Islam, istilah halal mencakup tiga makna. 
Pertama, sesuatu yang penggunaannya tidak menyebabkan seseorang 
mendapatkan hukuman. Kedua, sesuatu yang diperbolehkan secara syariat 
dan tidak menyebabkan pelakunya dikenai sanksi. Ketiga, sinonim dari 
istilah boleh, mubah, atau jaiz.

Dalam bahasa Inggris, akar kata ḥalla memiliki banyak padanan 
makna, seperti membuka, melepaskan, menguraikan, menyelesaikan suatu 
masalah, memecah, mencairkan, melarutkan, menganalisis, melepaskan, 
hingga membebaskan. Sedangkan kata halal diartikan sebagai sesuatu yang 
diperbolehkan, sah, legal, dibenarkan, atau kepemilikan yang sah.

Menurut Iltiham dan Nizar (2019), istilah halal berasal dari kata al-ḥalli 
yang secara harfiah berarti ‘ikatan’. Dalam perkembangannya, makna kata 
tersebut meluas menjadi ‘melepaskan ikatan’, kemudian diartikan sebagai 
sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat Islam. Dalam 
konteks hukum Islam, halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh 
Allah Swt. untuk dikonsumsi, dilakukan, atau dimanfaatkan oleh umat 
Islam tanpa menimbulkan dosa. Sebaliknya lawan dari halal adalah haram, 
yaitu segala bentuk perbuatan atau konsumsi yang dilarang oleh syariat 
dan apabila dilanggar akan mendapatkan konsekuensi hukum di dunia 
maupun di akhirat.

Makna halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi 
mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti gaya hidup, hubungan sosial, 
keuangan, perdagangan, hingga tata kelola organisasi. Dalam praktiknya, 
prinsip halal harus memenuhi sejumlah syarat, seperti tidak mengandung 
unsur najis, tidak diperoleh melalui cara-cara yang diharamkan seperti 
penipuan atau riba, dan tidak membahayakan kesehatan atau kehidupan 
manusia. Oleh karena itu, konsep halal sesungguhnya mencerminkan 
prinsip kehati-hatian (prudential principle), etika (ethics), serta tanggung 
jawab sosial dalam aktivitas kehidupan umat manusia.

Seiring berkembangnya industri halal di dunia modern, pemaknaan 
terhadap istilah halal juga semakin kompleks. Hal ini karena halal bukan 
hanya perkara agama, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan 
standar global dalam perdagangan internasional. Produk-produk halal saat 
ini harus melalui proses sertifikasi ketat yang melibatkan audit bahan baku, 
proses produksi, hingga distribusi dan penyimpanan demi memastikan 
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BAB II
KONSEP MANAJEMEN HALAL

Pengertian Manajemen Halal
Manajemen halal adalah cara mengelola bisnis secara menyeluruh dan 
terencana agar sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Tujuannya bukan 
hanya memastikan produk atau layanan bebas dari hal-hal yang haram 
atau najis, tetapi juga menerapkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung 
jawab sosial. Dalam manajemen, halal bukan sekadar label atau sertifikat, 
melainkan cara berpikir dan bekerja yang mengutamakan kejujuran serta 
keberkahan dalam setiap langkah usaha.

Sejak zaman Rasulullah saw., prinsip kehalalan telah menjadi bagian 
penting dalam kehidupan umat Islam. Namun, dengan berkembangnya 
zaman dan semakin rumitnya rantai pasok serta perdagangan global diper-
lukan sistem pengelolaan halal yang lebih terorganisir dan profesional. Oleh 
karena itu, lahirlah konsep manajemen halal yang mengatur dan mengawasi 
seluruh tahapan secara menyeluruh—mulai dari pemilihan bahan baku, 
proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga tahap 
penjualan dan pemasaran.
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Dalam implementasinya, manajemen halal mengharuskan perusahaan 
memiliki sistem yang dapat menjamin keterlacakan (traceability) dari selu-
ruh proses produksi. Ini mencakup verifikasi asal-usul bahan baku, audit 
proses produksi agar tidak tercampur dengan bahan haram atau najis, 
serta penjaminan bahwa alat dan lingkungan kerja telah melalui proses 
penyucian (taharah) jika sebelumnya digunakan untuk produk nonhalal. 
Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kebijakan yang sejalan dengan 
prinsip syariah dalam aspek keuangan, sumber daya manusia, dan tata 
kelola perusahaan.

Salah satu keunikan manajemen halal adalah pendekatan holistiknya 
yang tidak hanya fokus pada keabsahan produk dari sisi fikih, tetapi juga 
mencakup dimensi etika dan moral. Dalam Islam, halal tidak cukup hanya 
legal secara hukum agama, tetapi juga harus thayyib (baik) secara substansi 
dan proses. Oleh karena itu, manajemen halal juga menekankan aspek 
keamanan pangan (food safety), higienitas, dan kelestarian lingkungan 
sebagai bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap konsumen 
dan alam.

Konsep ini juga menggambarkan tujuan utama dari syariat Islam yang 
dikenal dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, ketu-
runan, dan harta. Dalam dunia bisnis, manajemen halal berfungsi sebagai 
cara strategis untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan demi kesejah-
teraan banyak orang tanpa melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya 
di bidang keuangan, prinsip halal menghasilkan sistem keuangan syariah 
yang tidak mengandung riba (bunga), maisir (unsur perjudian), dan gharar 
(ketidakpastian yang berlebihan) sehingga dinilai lebih aman dan beretika 
dalam jangka panjang.

Saat ini, semakin banyak konsumen muslim yang menyadari penting-
nya produk halal, sementara pasar halal juga terus meluas bahkan mencakup 
negara-negara nonmuslim. Manajemen halal telah menjadi strategi bisnis 
yang sangat berharga. Banyak perusahaan besar dunia mulai menerapkan 
sistem sertifikasi halal bukan hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi juga 
untuk meningkatkan citra perusahaan serta membangun kepercayaan dan 
kesetiaan dari para konsumennya.

Penerapan manajemen halal juga mendorong terciptanya ekosistem 
industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Negara-negara seperti 
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BAB III
REGULASI DAN STANDAR HALAL

Jaminan Produk Halal
Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama 
Islam. Berdasarkan data, sekitar 87,18% dari total populasi Indonesia 
menganut agama Islam. Angka ini menunjukkan betapa dominannya 
umat muslim dalam struktur sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari 
masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadikan kebutuhan terhadap produk 
halal sebagai sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Produk halal tidak 
hanya menjadi pilihan konsumsi, tetapi juga merupakan bagian integral dari 
praktik keagamaan yang harus dijalankan secara konsisten oleh umat Islam.

Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap 
warga negaranya. Kebebasan ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan 
ibadah ritual, tetapi juga mencakup hak untuk menjalani kehidupan sesuai 
dengan ajaran agama, termasuk dalam hal memilih dan mengonsumsi 
produk yang sesuai syariat. 

Bagi umat Islam, memilih produk halal bukan sekadar keputusan 
konsumen biasa, melainkan bentuk ketaatan kepada perintah agama dan 
ibadah yang bernilai spiritual tinggi. Oleh sebab itu, negara berkewajiban 
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memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang 
dikonsumsi oleh masyarakat muslim (Faridah, 2019).

Dalam Islam, konsep halal dan haram dijelaskan secara tegas dalam 
Al-Qur’an dan hadis. Penjelasan tersebut bukan hanya menyangkut aspek 
hubungan antarmanusia (muamalah), tetapi juga mencerminkan hubungan 
manusia dengan Tuhannya (habluminallah). Konsumsi terhadap produk 
halal menjadi bagian dari upaya menjaga kesucian jiwa dan tubuh serta 
bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Swt. 

Mengonsumsi yang halal dan menjauhi sesuatu haram merupakan 
prinsip hidup yang menyeluruh dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, umat 
Islam sangat membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan 
dalam menggunakan berbagai produk—baik itu makanan, minuman, 
kosmetik, obat-obatan, maupun produk lainnya yang bersinggungan lang-
sung dengan kehidupan sehari-hari. Mereka menginginkan produk yang 
terbebas dari unsur haram serta diproses sesuai ketentuan syariah (Faridah, 
2019).

Sayangnya, meskipun kebutuhan terhadap produk halal sangat tinggi, 
kenyataannya belum semua produk yang beredar di pasar Indonesia telah 
memiliki sertifikasi halal. Ketidakjelasan status kehalalan ini dapat meru-
gikan konsumen muslim, terutama dalam konteks kepercayaan dan kenya-
manan batin saat menggunakan produk tersebut. 

Berdasarkan data dari LPPOM MUI dalam kurun waktu 2011 hingga 
2018, dari total 727.617 produk yang dihasilkan oleh 59.951 perusahaan, 
hanya sekitar 69.985 produk yang telah tersertifikasi halal. Artinya, hanya 
sekitar 9,6% produk yang benar-benar memiliki jaminan kehalalan secara 
resmi, sementara sisanya belum tentu haram, tetapi juga belum melalui 
proses sertifikasi yang sah (LPPOM MUI, 2018). Hal ini menunjukkan 
adanya kesenjangan besar antara kebutuhan masyarakat muslim akan 
produk halal dengan ketersediaan produk bersertifikat halal di pasaran.

Konsep halal sejatinya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehi-
dupan umat Islam. Cakupannya tidak terbatas hanya pada makanan dan 
minuman, tetapi juga meluas ke berbagai produk lainnya, seperti kosmetik, 
obat-obatan, perawatan tubuh, hingga fashion dan jasa. Dalam konteks 
makanan, logo halal yang tertera pada kemasan produk memberikan 
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BAB IV
IMPLEMENTASI MANAJEMEN HALAL  
DI INDUSTRI PANGAN

Perkembangan Produk Makanan Halal
Dalam beberapa dekade terakhir, istilah industri halal semakin populer 
seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam akan pentingnya meng-
gunakan produk yang sesuai dengan ajaran syariah. Kesadaran ini bukan 
hanya didorong oleh alasan agama, tetapi juga karena meningkatnya akses 
terhadap informasi, pendidikan, dan terbukanya pasar global. Hal ini 
membuat umat Islam lebih cermat dalam memilih produk yang digunakan. 
Kini, industri halal tidak lagi dianggap sekadar bagian dari ibadah pribadi, 
tetapi telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontri-
busi besar bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun 
internasional.

Awalnya, industri halal merujuk pada upaya menghasilkan barang 
dan jasa yang secara substansi halal, yaitu bebas dari unsur najis atau yang 
diharamkan dalam Islam, seperti babi, alkohol, darah, bangkai, dan bahan 
lain yang dilarang. Namun seiring waktu dan meningkatnya kesadaran 
umat Islam tentang pentingnya kehalalan secara menyeluruh, pengertian 
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industri halal pun semakin luas. Saat ini, penilaian terhadap produk halal 
tidak hanya didasarkan pada bahan dasarnya, tetapi juga mencakup seluruh 
proses produksinya—mulai dari pengadaan bahan baku, proses pembuatan, 
peralatan dan fasilitas yang digunakan, hingga cara pendistribusian dan 
pemasarannya. Artinya, seluruh tahapan dalam rantai produksi (value 
chain) industri halal harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk 
etika bisnis, kebersihan, keadilan dalam perdagangan, dan perlindungan 
hak konsumen.

Menurut Adinugraha dkk. (2022), industri halal merupakan kumpulan 
perusahaan atau entitas bisnis yang menjalankan kegiatan produksi berda-
sarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk produk maupun jasa. 
Mereka menekankan bahwa industri halal tidak hanya mencakup produk 
makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, 
hingga gaya hidup. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industri diartikan seba-
gai kegiatan mengolah barang menggunakan sarana dan peralatan, seperti 
mesin, teknologi, dan tenaga kerja. Industri halal dapat dipahami sebagai 
proses pengolahan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan alat, 
bahan, serta prosedur yang semuanya sesuai dan diperbolehkan oleh syariat 
Islam. Hal ini meliputi penggunaan mesin yang tidak terkontaminasi bahan 
haram, proses sterilisasi alat, serta pengawasan ketat terhadap kebersihan 
dan kehalalan seluruh tahapan produksi.

Lebih jauh lagi, industri halal modern juga mencerminkan integrasi 
antara nilai-nilai Islam dan prinsip manajemen industri kontemporer. Ini 
mencakup penerapan prinsip good manufacturing practices (GMP), hazard 
analysis critical control point (HACCP), dan total quality management 
(TQM) yang berpadu dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran (shiddiq), 
amanah, dan tanggung jawab (mas’uliyyah). Pendekatan ini menjadikan 
industri halal sebagai sistem produksi yang tidak hanya berorientasi pada 
keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan 
spiritual kepada konsumen dan Tuhan.

Perkembangan industri halal juga didorong oleh besarnya potensi 
pasar. Dengan jumlah populasi muslim global yang mencapai lebih dari 
1,9 miliar jiwa, permintaan terhadap produk halal mengalami peningkatan 
signifikan dari tahun ke tahun. Laporan dari Global Islamic Economy Report 
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BAB V
PRAKTIK MANAJEMEN HALAL PADA 
INDUSTRI NONPANGAN

Industri Farmasi dan Obat-Obatan
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 
2017, sekitar 90% bahan baku industri farmasi di Indonesia masih bergan-
tung pada impor. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan industri farmasi 
nasional masih sangat rentan terhadap dinamika global, baik dari sisi 
pasokan maupun standar mutu dan kehalalan bahan. 

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan saat itu, Maura 
Linda Sitanggang menjelaskan bahwa sebagian besar bahan baku berasal 
dari Tiongkok (60%), diikuti oleh India (25%), dan sisanya sekitar 5% 
berasal dari negara-negara di Eropa dan Amerika. Karena negara-negara 
tersebut umumnya bukan berpenduduk mayoritas muslim, aspek kehalalan 
biasanya bukan menjadi fokus utama dalam proses produksi dan distribu-
sinya (Adinugraha dkk., 2022).

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama karena 
mayoritas penduduk Indonesia—sekitar 87%—beragama Islam dan memiliki 
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kewajiban untuk memastikan bahwa segala yang dikonsumsi harus halal dan 
baik (thayyib). Dalam pandangan Islam, obat tidak hanya berfungsi sebagai 
alat penyembuhan, tetapi juga termasuk dalam kategori konsumsi yang 
harus mematuhi ketentuan halal-haram. Oleh karena itu, sertifikasi halal 
untuk obat-obatan menjadi kebutuhan yang sangat penting dan tidak bisa 
lagi dianggap sebagai sesuatu yang sekadar opsional atau tidak mendesak.

Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi rantai pasok dalam 
industri farmasi, terutama pada bahan baku dan proses formulasi. Banyak 
produsen belum mampu atau belum mau mengungkap secara rinci sumber 
bahan-bahan yang digunakan, termasuk dalam obat generik maupun obat 
paten. Selain itu, ketidaktahuan sebagian besar konsumen terhadap kompo-
sisi bahan obat juga menjadi penghalang bagi mereka untuk mengambil 
keputusan yang sadar secara keagamaan.

Dengan memperkuat sistem sertifikasi halal untuk obat-obatan dan 
produk kesehatan, Indonesia tidak hanya memberikan jaminan religius 
dan keamanan konsumsi bagi umat Islam, tetapi juga dapat memperkuat 
posisi strategisnya di pasar global sebagai pusat produksi halal dunia. Hal 
ini sejalan dengan cita-cita besar pengembangan ekonomi syariah dan 
industri halal nasional yang semakin mendapat perhatian luas baik secara 
domestik maupun internasional.

Namun, karena obat berhubungan dengan proses penyembuhan dan 
keselamatan nyawa, Islam memperbolehkan pengecualian dalam keadaan 
darurat. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa penggunaan bahan yang haram 
dalam obat hanya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu
1. digunakan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa;
2. tidak ditemukan alternatif bahan halal; serta
3. ada rekomendasi dari tenaga medis tepercaya.

Kendati demikian, penggunaan bahan haram tersebut bersifat semen-
tara dan bersyarat. Produk obat dikatakan halal jika terbebas dari titik kritis 
keharaman, seperti kehalalan bahan aktif, eksipien, bahan penolong, fasilitas 
produksi khusus halal, kemasan yang suci, hingga proses pencucian alat 
sesuai syariat. Audit halal oleh auditor resmi juga diperlukan. Pandangan 
Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam juga 
menegaskan bahwa penggunaan bahan haram tidak dibenarkan jika masih 
ada bahan halal yang memiliki khasiat serupa.
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BAB VI
SISTEM KEUANGAN DAN  
INVESTASI HALAL

Dasar-Dasar Keuangan Syariah
Prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah khususnya dalam aktivitas 
muamalah menurut pandangan para pemikir muslim yang dikutip oleh 
Setiawan (2021) dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Prinsip tauhid (keimanan/kesatuan)

Tauhid berasal dari kata kerja wahhada yang berarti mengesakan Allah 
Swt. Menurut Al-Bustani, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Swt. 
itu Esa. Hans Visser menambahkan bahwa tauhid juga berarti kesa-
tuan antara Tuhan dan ciptaan-Nya. Hal ini menegaskan kesetaraan 
manusia. 

Dalam pandangan ini, semua aktivitas di alam semesta mencer-
minkan kehendak dan nama-nama Allah Swt. Konsekuensinya, dalam 
ekonomi Islam harta yang dimiliki manusia sejatinya adalah milik Allah 
Swt. Manusia hanya bertindak sebagai wakil (khalifah) yang bertang-
gung jawab mengikuti aturan-Nya. Prinsip tauhid tecermin dalam 



Manajemen Halal (Pendekatan Teoretis, Praktik, dan Empiris)68

konsep kepemilikan (yang bersifat amanah, bukan mutlak seperti 
dalam kapitalisme) dan keseimbangan dalam berperilaku ekonomi, 
seperti hidup hemat, sederhana, dan menjauhi pemborosan.

2. Larangan riba
Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam konteks syariah, riba 
adalah tambahan dalam transaksi yang tidak disertai imbalan setara, 
baik sedikit maupun banyak. Riba dibagi menjadi dua jenis sebagai 
berikut.
a. Riba al-qardh (tambahan dalam pinjaman).
b. Riba al-buyu’ (tambahan dalam jual beli) yang mencakup hal-hal 

sebagai berikut.
1) Riba al-fadl yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak setara 

kualitas atau kuantitasnya.
2) Riba an-nasi’ah yaitu pertukaran barang dengan penundaan 

waktu yang menyebabkan ketidaksetaraan nilai.
Riba dilarang karena merugikan satu pihak dan bertentangan 

dengan prinsip keadilan.
3. Larangan gharar dan maysir

Gharar berarti ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi, seperti 
menjual barang yang tidak jelas wujud atau akibatnya (misalnya ikan 
di laut). Ulama menilai gharar sebagai risiko yang muncul akibat 
ketidaktahuan, ketidakadaan objek saat transaksi, atau objek di luar 
kendali pihak-pihak terkait.

Maisyir (atau qimar) berarti perjudian, yaitu perolehan harta 
berdasarkan untung-untungan yang bisa merugikan pihak lain. Dalam 
konteks keuangan modern, praktik maisyir dapat ditemukan dalam 
berbagai bentuk spekulasi dan produk konvensional, seperti asuransi 
berbasis riba.

4. Penolakan konsep time value of money
Ekonomi Islam menolak konsep nilai waktu atas uang (time value 
of money) karena dapat memicu praktik riba. Islam mengakui uang 
sebagai alat tukar dan standar nilai, bukan komoditas untuk diperju-
albelikan. Al-Ghazali menyebut uang sebagai alat pembanding nilai 
barang, media pertukaran, dan sarana mencapai tujuan ekonomi. 
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BAB VII
DINAMIKA MANAJEMEN HALAL

Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Halal
Perilaku konsumen adalah konsep penting dalam pemasaran dan ekonomi 
yang menggambarkan bagaimana individu atau kelompok melakukan 
serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan barang atau 
jasa. Menurut Swastha dan Handoko, perilaku konsumen melibatkan selu-
ruh rangkaian aktivitas, mulai dari perencanaan hingga keputusan dalam 
membeli dan menggunakan produk atau jasa. Dengan kata lain, perilaku 
konsumen mencakup lebih dari sekadar pembelian, tetapi juga melibatkan 
proses yang kompleks, termasuk evaluasi sebelum dan setelah pembelian. 

Dalam hal ini, Engle menambahkan bahwa perilaku konsumen adalah 
tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan, menggunakan, 
dan memanfaatkan produk atau layanan secara optimal. Proses ini juga 
mencakup keputusan yang diambil sebelum membeli, serta penilaian terha-
dap kepuasan atau ketidakpuasan setelah menggunakan produk tersebut.

Loudon dan Bitta memandang perilaku konsumen sebagai proses 
berpikir yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari evaluasi, pembelian, 
penggunaan, hingga penilaian terhadap produk atau jasa yang dikonsumsi 
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oleh individu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu 
proses yang dinamis dan berkelanjutan, di mana konsumen terus menerus 
melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang 
mereka dapatkan. 

Secara umum, perilaku konsumen mencerminkan bagaimana seseo-
rang menggunakan sumber daya terbatas yang dimilikinya—seperti uang, 
waktu, dan energi—untuk memperoleh produk atau layanan yang dapat 
memberikan kepuasan maksimal. Proses ini juga melibatkan interaksi 
sosial, baik antara individu dengan kelompok maupun organisasi yang 
memengaruhi keputusan dan tindakan konsumen selama proses pembelian 
berlangsung (Aprilya dkk., 2024).

Dalam analisis perilaku konsumen, Aprilya dkk. (2024) mengemukakan 
bahwa terdapat tiga tahap utama yang perlu diperhatikan. Pertama, prefe-
rensi konsumen berfokus pada pemahaman alasan-alasan di balik pilihan 
konsumen terhadap suatu produk tertentu. Preferensi ini dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, seperti budaya, nilai-nilai pribadi, pengalaman sebelumnya, 
serta pengaruh lingkungan sosial. Kedua, keterbatasan anggaran merupakan 
faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian, di mana konsu-
men mempertimbangkan harga produk dan kemampuan keuangannya 
sebelum membuat pilihan. Keterbatasan ini menuntut konsumen untuk 
melakukan pengelolaan sumber daya secara efisien agar bisa mendapat-
kan manfaat maksimal dari produk yang dibeli. Ketiga, pilihan konsumen 
adalah tahap di mana konsumen memutuskan kombinasi produk yang 
akan dibeli untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Dalam memilih 
produk, konsumen tidak hanya mempertimbangkan preferensi dan harga, 
tetapi juga faktor-faktor lain seperti kualitas, merek, dan manfaat tambahan 
yang diperoleh.

Perilaku konsumen secara keseluruhan merupakan hasil dari interaksi 
yang rumit antara faktor internal individu dan faktor eksternal dari ling-
kungan. Memahami perilaku konsumen dengan baik sangat penting bagi 
pelaku bisnis untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sehingga 
produk atau jasa yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan pasar dengan efektif. Selain itu, perilaku konsumen juga mencer-
minkan perubahan dalam dinamika sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan 



93

BAB VIII
MASA DEPAN DAN PENGEMBANGAN 
MANAJEMEN HALAL

Inovasi Teknologi dalam Industri Halal
Menurut Roger, teknologi adalah suatu desain atau rencana yang berfungsi 
sebagai alat bantu dalam tindakan manusia untuk mengurangi ketidakpas-
tian dalam memahami hubungan sebab-akibat. Hal ini dilakukan guna 
mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya 
sekadar kumpulan alat atau perangkat, melainkan sebuah sistem yang 
dirancang dengan teliti untuk membantu manusia membuat keputusan 
serta menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan efisien. 

Dalam hal ini, teknologi membantu memaksimalkan proses kerja dan 
mengurangi risiko kegagalan akibat ketidakpastian. Secara umum, tekno-
logi terdiri dari dua elemen utama, yaitu perangkat lunak (software) yang 
mencakup program, prosedur, dan instruksi untuk mengatur cara kerja alat, 
serta perangkat keras (hardware) yang meliputi alat fisik atau mesin untuk 
menjalankan fungsi tertentu.

Sementara itu, Jacques Ellul memandang teknologi sebagai keseluruhan 
metode yang efisien dan terarah dalam berbagai aktivitas manusia. Definisi 
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ini menekankan bahwa teknologi bukan hanya sekadar alat, tetapi juga 
mencakup metode, teknik, dan cara-cara sistematis yang memungkinkan 
manusia menjalankan tugasnya dengan hasil yang optimal. Ellul menyoroti 
aspek efisiensi dan tujuan yang terukur dalam penerapan teknologi. Hal ini 
menjadikan teknologi sebagai unsur fundamental dalam perkembangan 
peradaban manusia.

Gary J. Anglin menambahkan bahwa teknologi adalah penerapan siste-
matis dari ilmu pengetahuan alam, ilmu perilaku, dan berbagai pengetahuan 
lain yang relevan guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. 
Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi merupakan hasil integrasi 
multidisipliner yang memadukan teori dan praktik dari berbagai bidang 
ilmu untuk menciptakan solusi konkret terhadap masalah sehari-hari. 
Anglin menegaskan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri, tetapi meru-
pakan produk dari kolaborasi berbagai disiplin ilmu yang diaplikasikan 
secara terencana.

Di sisi lain, Vaza mendefinisikan teknologi sebagai suatu proses rasi-
onal yang bertujuan untuk mewujudkan sesuatu. Dalam pandangan ini, 
teknologi dipahami sebagai serangkaian langkah yang dirancang secara 
logis dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa penciptaan 
produk baru, peningkatan kualitas, maupun pengoptimalan proses kerja. 
Vaza menekankan bahwa teknologi harus didasarkan pada pendekatan yang 
rasional dan terstruktur agar dapat menghasilkan output yang bermanfaat 
dan efisien.

Dengan demikian, teknologi dapat dipahami sebagai kombinasi dari 
alat, metode, pengetahuan, serta proses yang digunakan manusia untuk 
mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup. Teknologi bukan 
hanya sekadar inovasi fisik, tetapi juga melibatkan pengelolaan sistematis 
dari pengetahuan dan sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan 
yang jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Zulia 
dan Malahayatie, 2024).

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tekno-
logi merupakan bidang ilmu tersendiri yang mencakup metode, alat, serta 
strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah 
dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah ada. Teknologi juga dapat 
dimaknai sebagai ilmu yang terbangun secara sistematis, baik melalui 
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SALINAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 2014 

TENTANG 

JAMINAN PRODUK HALAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu; 

b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk 
beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara 
berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan 
tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan 
digunakan masyarakat; 

c. bahwa  produk yang beredar di masyarakat belum 
semua terjamin kehalalannya; 

d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk 
pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan 
perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan 
Produk Halal; 

Mengingat   : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan 
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Dengan . . . 

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.  Produk  adalah  barang dan/atau jasa yang terkait 
dengan makanan,  minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, 
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 

2.  Produk  Halal  adalah Produk yang telah dinyatakan 
halal sesuai dengan syariat Islam. 

3.  Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH 
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin 
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian  Produk.  

4.  Bahan  adalah  unsur  yang  digunakan  untuk 
membuat atau menghasilkan Produk. 

5.  Jaminan   Produk   Halal    yang   selanjutnya 
disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap 
kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan 
Sertifikat Halal. 

6.  Badan . . . 
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6.  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang 
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan 
JPH. 

7.  Majelis  Ulama  Indonesia  yang selanjutnya 
disingkat MUI adalah wadah musyawarah para 
ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.  

8.  Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat 
LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan 
Produk. 

9.  Auditor Halal adalah orang yang memiliki 
kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan 
Produk. 

10.  Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu 
Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan 
fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.  

11.  Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 

12.  Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau 
badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan 
usaha di wilayah Indonesia. 

13.  Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab 
terhadap PPH. 

14.  Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum.  

15.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama. 

 
 
 

Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

Penyelenggaraan JPH berasaskan: 
a.  pelindungan; 

b.  keadilan; 

c.  kepastian hukum; 

d.  akuntabilitas dan transparansi; 

e.  efektivitas dan efisiensi; dan 

f.  profesionalitas. 

 
Pasal 3 

Penyelenggaraan JPH bertujuan: 
a. memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan, 

dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi 
masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 
Produk; dan 

b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha 
untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. 

 
Pasal 4 

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib  bersertifikat halal. 

 

BAB II 
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 5 

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam 
menyelenggarakan JPH. 

(2)   Penyelenggaraan . . . 
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(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. 

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk  
BPJPH yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri. 

(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk 
perwakilan di daerah. 

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan 
organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. 

 
Bagian Kedua  

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
 

Pasal 6 

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

JPH; 
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan 

Label Halal pada Produk; 
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk 

luar negeri; 
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi 

Produk Halal; 
f. melakukan akreditasi terhadap LPH; 
g. melakukan registrasi Auditor Halal; 
h. melakukan pengawasan terhadap JPH; 
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan 

luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. 
 

Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: 

a. kementerian dan/atau lembaga terkait; 

b. LPH; dan 

c. MUI. 

 
Pasal 8 

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau 
lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi 
kementerian dan/atau lembaga terkait.  

 
Pasal 9 

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan 
dan/atau pengujian Produk. 

 
Pasal 10 

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam 
bentuk: 

a. sertifikasi Auditor Halal; 

b. penetapan kehalalan Produk; dan 

c. akreditasi LPH. 

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk 
Keputusan Penetapan Halal Produk. 

 
 
 Pasal 11 . . . 
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Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai  kerja sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Bagian Ketiga 

Lembaga Pemeriksa Halal  
 

Pasal 12 

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan 
LPH. 

(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai kesempatan yang sama dalam 
membantu BPJPH melakukan pemeriksaan 
dan/atau pengujian kehalalan Produk.  

 
Pasal 13 

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: 
a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;  
b. memiliki akreditasi dari BPJPH; 
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) 

orang; dan 
d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja 

sama dengan lembaga lain yang memiliki 
laboratorium.  

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh 
lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. 

 
 
 

Pasal 14 . . . 
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Pasal 14 

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. 

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 

(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik 
industri, biologi, atau farmasi; 

d. memahami dan memiliki wawasan luas 
mengenai kehalalan produk menurut syariat 
Islam; 

e. mendahulukan kepentingan umat di atas 
kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan 

f. memperoleh sertifikat dari MUI. 
 

Pasal 15 

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
bertugas: 
a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;  
b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; 
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; 
d. meneliti lokasi Produk; 
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan 

penyimpanan;  
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;  
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan 
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 

kepada LPH. 
 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

BAB III . . . 
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BAB III 

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL 
 

Bagian Kesatu 
Bahan 

 
Pasal 17 

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas 
bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan 
bahan penolong. 

(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari: 
a. hewan; 
b. tumbuhan; 
c. mikroba; atau 
d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, 

proses biologi, atau proses rekayasa genetik. 
(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, 
kecuali yang diharamkan menurut syariat. 

 
Pasal 18 

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 
meliputi: 
a. bangkai; 
b. darah; 
c. babi; dan/atau 
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan 

syariat. 
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. 

Pasal 19 . . . 



126

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 - 

 
 

Pasal 19 

(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib 
disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi 
kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan 
masyarakat veteriner. 

(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 20 

(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada 
dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau 
membahayakan kesehatan bagi orang yang 
mengonsumsinya. 

(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang 
dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, 
atau proses rekayasa genetik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf 
d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau 
pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau 
terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. 

(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri 
berdasarkan fatwa MUI. 

 
Bagian Kedua 

Proses Produk Halal 
 

Pasal 21 

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan 
dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk 
tidak halal. 

(2)   Lokasi . . . 
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(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib: 
a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; 
b. bebas dari najis; dan 
c. bebas dari Bahan tidak halal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan 
alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 22 

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, 
tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; atau 
b. denda administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengenaan sanksi administratif diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 

BAB IV 
PELAKU USAHA 

 
Pasal 23 

Pelaku Usaha berhak memperoleh: 
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem 

JPH;   
b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan 
c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal 

secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak 
diskriminatif. 

 
 

Pasal 24 . . . 
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Pasal 24 

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal wajib: 
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;  
b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal; 

c. memiliki Penyelia Halal; dan 
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada 

BPJPH. 
 

Pasal 25 

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal 
wajib: 
a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang 

telah mendapat Sertifikat  Halal; 
b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh 

Sertifikat Halal;  
c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal;  

d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku 
Sertifikat Halal berakhir; dan 

e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada 
BPJPH. 

 
Pasal 26 

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan 
yang berasal dari Bahan yang diharamkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 
dikecualikan dari mengajukan permohonan 
Sertifikat Halal. 

(2)   Pelaku . . . 
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(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada 
Produk. 

 
Pasal  27 

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai 
sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis;  
b. denda administratif; atau 
c. pencabutan Sertifikat Halal. 

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
dikenai sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; atau 
c. denda administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengenaan sanksi administratif diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 28 

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 huruf c bertugas: 
a. mengawasi PPH di perusahaan; 
b. menentukan tindakan perbaikan dan 

pencegahan; 
c. mengoordinasikan PPH; dan 
d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat 

pemeriksaan.  

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: 
a. beragama Islam; dan 
b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat 

tentang kehalalan. 

(3)   Penyelia . . . 
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(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan 
dan dilaporkan kepada BPJPH. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal 
diatur dalam Peraturan Menteri. 

 
BAB V 

TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL 
 

Bagian Kesatu 

Pengajuan Permohonan 

 
Pasal 29 

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku 
Usaha secara tertulis kepada BPJPH. 

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi 
dengan dokumen: 
a. data Pelaku Usaha; 
b. nama dan jenis Produk;  
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan 
d. proses pengolahan Produk.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengajuan permohonan Sertifikat Halal  diatur 
dalam Peraturan Menteri. 

 
Bagian Kedua 

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal 

 
Pasal  30 

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan 
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. 

 
 (2)   Penetapan . . . 
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(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
dinyatakan lengkap. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan dan Pengujian 

 
Pasal 31 

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
dilakukan oleh Auditor Halal. 

(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi 
usaha pada saat proses produksi. 

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang 
diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian 
di laboratorium. 

(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha 
wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.  

 
Pasal 32 

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. 

(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk  
memperoleh penetapan kehalalan Produk.  

 
 

Bagian . . . 
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Bagian Keempat 
Penetapan  Kehalalan Produk 

 
Pasal 33 

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. 
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. 
(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur 
kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. 

(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil 
pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari 
BPJPH. 

(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. 

(6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH 
untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.  

 
Bagian Kelima 

Penerbitan Sertifikat Halal 
 

Pasal 34 

(1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal 
pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, 
BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.  

(2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan 
Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan 
permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha 
disertai dengan alasan. 

Pasal 35 . . . 
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Pasal 35 
Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 34 
ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk 
diterima dari MUI. 

 
Pasal 36 

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.  

 
Bagian Keenam 

Label Halal 
 

Pasal 37 

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku 
nasional. 

Pasal 38 

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal 
wajib mencantumkan Label Halal pada: 
a. kemasan Produk; 
b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau 
c. tempat tertentu pada Produk. 

 
Pasal 39 

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak 
mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. 

 
Pasal 40 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 41 . . . 
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Pasal 41 

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; atau 
c. pencabutan Sertifikat Halal. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam Peraturan Menteri. 

 
Bagian Ketujuh 

Pembaruan Sertifikat Halal 

 
Pasal 42 

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun 
sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat  
perubahan komposisi Bahan. 

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku 
Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat 
Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 
berlaku Sertifikat Halal berakhir. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan 
Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri. 

 
Pasal 43 

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses 
JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum 
dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha. 

 
 
 

 
Bagian . . . 
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Bagian Kedelapan 
Pembiayaan 

 
Pasal 44 

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku 
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat 
Halal. 

(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro 
dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi 
oleh pihak lain. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi 
halal diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 45 

(1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan 
pengelolaan keuangan badan layanan umum. 

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH 
diatur dalam Peraturan Menteri. 

 
BAB VI 

KERJA SAMA INTERNASIONAL 
 

Pasal 46 

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama 
internasional dalam bidang JPH sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk pengembangan JPH, penilaian 
kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 47 . . . 



136

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 - 

 
 

Pasal 47 

(1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia 
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya 
sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga 
halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama 
saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (2). 

(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk 
diedarkan di Indonesia. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 48 

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) 
dikenai sanksi administratif berupa penarikan 
barang dari peredaran. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

BAB VII 
PENGAWASAN 

 
Pasal 49 

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. 
 

Pasal 50 . . . 
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Pasal 50 

Pengawasan JPH dilakukan terhadap: 

a. LPH; 

b. masa berlaku Sertifikat Halal; 

c. kehalalan Produk; 

d. pencantuman Label Halal; 

e. pencantuman keterangan tidak halal; 

f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara 
Produk Halal dan tidak halal;  

g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau 

h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. 

 
Pasal 51 

(1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait 
yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat 
melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama. 

(2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau 
lembaga terkait  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 52 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

 
 

BAB . . . 
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BAB VIII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Pasal 53 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan JPH. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa: 
a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan 
b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang 

beredar. 
(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk 

dan Produk Halal yang beredar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk 
pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. 

 
Pasal 54 

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan 
JPH.  

Pasal 55 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta 
masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 56 

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk  
yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah).  

Pasal 57  . . . 
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Pasal 57 

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses 
JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang 
tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 58 

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum 
Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku 
sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir. 

 
Pasal 59` 

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau 
perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan 
tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku 
sebelum Undang-Undang ini diundangkan. 

 
Pasal 60 

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi 
Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. 

 
Pasal 61 

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini 
berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.  

Pasal 62 . . . 



140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 24 - 

 
 

Pasal 62 

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang 
ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan 
Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 

 
Pasal 63 

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum 
Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal 
dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 
28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 64 

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 65 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus 
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 

 
 
 
 
 
 

Pasal 66 . . . 
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Pasal 66 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 

 

Pasal 67 

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang 
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 
5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang 
bersertifikat halal diatur secara bertahap. 

(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat 
halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat 
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.   

 

Pasal 68 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 2014 

TENTANG 

JAMINAN PRODUK HALAL 

 

I.  UMUM  
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan 
menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan 
pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang 
dikonsumsi dan digunakan masyarakat.  Jaminan mengenai Produk 
Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, 
keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, 
efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, 
jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan  
kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan  kepastian  ketersediaan 
Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 
menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi 
Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. 

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan 
kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara 
nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku 
untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk 
lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi 

pengolahan . . . 
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pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu 
pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran 
antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak 
disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan 
kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang 
membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di 
bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, 
dan pemahaman tentang syariat. 

 Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang 
beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. 
Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang 
memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum 
memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat 
muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai  JPH  perlu  diatur  
dalam  satu  undang-undang  yang secara komprehensif mencakup 
Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan 
makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk 
biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang 
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.  

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara 
lain adalah sebagai berikut. 
1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan 

produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari 
bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang 
dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses 
rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang 
merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan 
Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 
penyajian Produk. 
 
 

2. Undang . . . 
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2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha 
dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang 
memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang 
diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas 
keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian 
tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah 
terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Produk. 

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah 
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan 
wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian 
dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. 

4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan 
permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. 
Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk 
dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh  akreditasi 
dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan 
Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI 
dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang 
ditandatangani oleh MUI.  BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal 
berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI 
tersebut. 

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang 
mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka 
memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-
Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah 
melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah 
daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan 
komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku 
usaha mikro dan kecil. 
 

6.  Dalam . . . 
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6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, 
BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku 
Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; 
pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat 
dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal 
dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan 
lain yang berkaitan dengan JPH. 

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran 
Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi 
pidana. 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
  
Pasal 2  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa 
dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi 
masyarakat muslim.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam 
penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah 
bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan 
kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang 
dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 

 

 

Huruf d . . . 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan 
transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
dari kegiatan penyelenggaraan  JPH harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah 
bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi 
pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta 
meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan 
dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau 
terjangkau. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa 
penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan 
keahlian yang berdasarkan kompetensi dan  kode etik. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 
Pasal 6 

Cukup jelas. 

 
 

Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

Huruf a 

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain 
kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, 
kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi 
dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan 
obat dan makanan.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 
misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan 
industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan 
yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal. 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 
misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan 
masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, 
serta perluasan akses pasar.  

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi 
obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, 
perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.  

 

 

Bentuk . . . 
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Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 
misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong 
hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman 
pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta 
hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit 
usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan 
keamanan pangan hasil pertanian. 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang standardisasi 
dan akreditasi  misalnya dalam hal persyaratan untuk 
pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan 
lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, 
usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal 
menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan 
pendampingan sertifikasi kehalalan Produk. 

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk 
pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang 
diregistrasi dan disertifikasi halal. 

 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

 
Pasal 10 

Cukup jelas. 

 
Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 . . . 
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Pasal 12 

Ayat (1) 

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang 
didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang 
didirikan oleh perguruan tinggi negeri.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Cukup jelas. 

 
Pasal 18 

Cukup jelas. 

 
Pasal 19 

Cukup jelas. 

 
Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 . . . 
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Pasal 21 

Cukup jelas. 

 
Pasal 22 

Cukup jelas.   

    
Pasal 23 

Cukup jelas. 

 
Pasal 24 

Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Cukup jelas. 

 
Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah 
pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, 
tanda, dan/atau tulisan. 

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 

 
Pasal 28 

Cukup jelas. 

 
 
 

Pasal 29 . . . 
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Pasal 29 

Cukup jelas. 

 
Pasal 30 

Cukup jelas. 

 
Pasal 31 

Cukup jelas. 

 
Pasal 32 

Cukup jelas. 

 
Pasal 33 

Cukup jelas. 

 
Pasal 34 

Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

Cukup jelas 

 
Pasal 36 

Cukup jelas. 

 
Pasal 37 

Cukup jelas. 

 
Pasal 38 

Cukup jelas. 

 
 

Pasal 39 . . . 
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Pasal 39 

Cukup jelas. 

 
Pasal 40 

Cukup jelas. 

 
Pasal 41 

Cukup jelas. 

 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

 
Pasal 43 

Cukup jelas. 

 
Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat  (2) 

Kriteria “usaha mikro dan kecil”  didasarkan pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha 
mikro dan kecil.  

 

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah 
melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah 
daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, 
dan komunitas. 

Ayat (3)                    

Cukup jelas. 

 
 

Pasal 45 . . . 



154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 - 

 
 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 
Pasal 46 

Cukup jelas. 

 
Pasal 47 

Cukup jelas. 

 
Pasal 48 

Cukup jelas. 

 
Pasal 49 

 Cukup jelas. 

 
Pasal 50 

Cukup jelas. 

 
Pasal 51 

Cukup jelas. 

 
Pasal 52 

Cukup jelas. 

 
Pasal 53 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar 
antara lain pengawasan terhadap masa berlaku 
Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau 
keterangan tidak halal, serta penyajian  antara Produk 
Halal dan tidak halal. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 
Pasal 55 

Cukup jelas. 

 
Pasal 56 

Cukup jelas. 

 
Pasal 57 

Cukup jelas. 

 
Pasal 58 

Cukup jelas. 

 
Pasal 59 

Cukup jelas. 

 
Pasal 60 

Cukup jelas. 

 
 
 

Pasal 61 . . . 
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Pasal 61 

Cukup jelas. 

 
Pasal 62 

Cukup jelas. 

 
Pasal 63 

Cukup jelas. 

 
Pasal 64 

Cukup jelas. 

 
Pasal 65 

Cukup jelas. 

 
Pasal 66 

Cukup jelas. 

 
Pasal 67 

Cukup jelas. 

 
Pasal 68 

Cukup jelas.   
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